
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI C NOMOR 26

PERATURAN SAMOSIR

satu sumber

dalam membiayai

yarakatan dan

berdasarkan

keadilan, peran serta

memperhatikan potensi

Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka

meningkatkan kemandirian daerah dalam hal pembiayaan

keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan partisifasi

masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu penataan

kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi lzin Trayek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi lzin Trayek;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun

Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahu

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik ln

Nomor 3186);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pemb

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bec

Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lt

Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara I

lndonesia Nomor 4346);

Undang-UndanS ry9lot 10 Tahun 2004 tentang Peml

Peraturan Perundang--undangan (Lembaran. Negara

lndonesia Tahiln 2004 Nomor 53' Tambahan Lembarar

Republik lndones!a Nomor 4'389);

Undans-Undans Nol,otjz ratrun 
:,:o1 

t:::"n t"*
Daerah (Lembaran f'l"g,q3 Rdpublik lndonesia Tal"

Nomor f ZS;.Tam!31r,,3n lelbaran Negara Republik I

, Nomor'4437), Sebr'ii!trani'tg1qn diubatr beberapa ke

dengan UnOang-undang Nomor 12 Tahun 2008

Perubahan Kedua'.tiit Undang-undang Nomor 32 Ta

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Non

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tente

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 1'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nor

Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik lndon

2.

5.

7.

unoals;ungaii9,\.i$d,*,1;li$tj004tentans.pet
t<euaii!"n':ani#;.:peft iiritah Pusai da n Pemerintah

(I-emoaran' nagaid "R6pi,Ufi li'ind6iesia Tahun 2004 n



2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

danRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36'

TambahanLembaran'NegaraRepubliklndonesiaNomor3253);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan

Jalan (Lembaran Negara' ' 
Republik lndonesia Tahun 1993

Nomor 59, Tambahan Lembbran Negara Republik lndonesia

Nomor 3527);

11. Per"aturan Peperintah,, Nomor 44 Tahun 1993 tentang

.(enaaraan 
' 0"" ,, !.!mudi^..,(Lemba11n 

Negara Republik

; lndoneSia Tanun i9g3:t'tomor 64' Tambaiian Lembaran Negara
.', .': :,'I Republik lndoneqiaNoffor 3530); ,

rZ. p"ratui:rn Pemerlntafr Nomor 6giahun 201b tentang Tata Cara

',. pemOeiian dan ::pei' nfaatarii lnsentif Pemungutan Pajak

tP3"rrn'gan Aetr1oy9l:t1"i3n,(Le1!aran Nesara. Republik

l ii,l"-q,l.p..'.s'.'.i :,I3.h q':-'.,, 
1 

0 .,N.1T,.,'o'.|j'1 
9-' Ta moarr a n Le mbara n

mriaiii H$Lioi if'ino"an 
";i"'N 

onior 5 1 6 1 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan

BUPATISAMOSIR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK'



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan ur[

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD mer

azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan pri

otonomi seluas luasnya dengan sistem dan prinsip Ne,

Kesatuan Republik lndonesia sebagaiman dimaksud di

Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1S

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dae

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Samosir.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabup

Samosii'.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformi

Kabupaten Samosir.

7. Kepala Dinas adalah'Kepala Dinas Perhubungan, Komun

dan lnformatika Kabupaten Samosir.

8. Angkutan Penumpang adalah kendaraan bermotor )

digunakan untuk angkutan orang/penumpang dengan dipu
' bayaran.

9. Angkutan Pariwisata adalah kendaraan yang diberi lzin Ur

dan lzin Trayek untuk mengangkut Penumpang khr

Pariwisata.

10. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang diran(

khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengar

barang-barang khusus, antara lain kendaraan bermotor Ter
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Nasional lndonesia, Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara

Republik lndonesia, Bulldozer, Traktor, Mesin Gilas, Forklift,

Loader, Escavator, Crane dan Kendaraan Khusus Penyandang

Cacat.

11. Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan

untuk angkutan barang.

12. Barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud dan

berjasad).

13. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor

yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan)

tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya atau

yang belatnya tidaK lebih Sari 3.500 (tiga ribu lima ratus)

kilogram. : " ,

'14. Mobil Bus Umlm adalah setiap kendaraan bermotor yang

dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak

' termasuk tqmpat dqQL,.(.pengerlqdinya atau yang beratnya lebih

dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

15. Kendaraan:. Bermotor Roda Tiga Umum adalah Kendaraan

Bermotor Roda Tiga seperti becak dan lain sejenisnya yang

,, dimaksudkan :::bug! ?.lgkutan orang dan disediakan untuk

djnery,11akan oleti umum deloan pembayaran.

16. lziri UbaharAngkuian,:adalah'r:lzin;-yang dimiliki oleh Badan

Hukum . untuk melakukan .kegi.atan usaha angkutan orang,

angkutan khusus pariwisata dan beca bermotor.

17. lzin Trayek angkutan adalah lzin yang dimiliki oleh mobil

penumpang, bus untuk melalui jalur (ruas-ruas jalan) tertentu di

dalam 1 (satu) atau beberapa Kecamatan di Kabupaten

Sanrosir.

18. lzin Operasi adalah lzin yang dimiliki oleh Badan Usaha

Angkutan Pariwisata dan perorangan yang bergerak di bidang

angkutan.

un 194



19.

20.

lzin lnsidentil adalah izin masuk/keluar daerah kenderaar

angkutan yang berdomisili di luar daerah Kabupaten Samo

Kartu Pendaftaran adalah merupakan izin yang dimilikl

angkutan truk/barang dan angkutan khusus, untuk berope

daerah yang melekat pada kendaraan barang atau ang

khusus.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayarar

jasa atau pembelian izin tertentu yang khusus dise<

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir

kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan pemerintah Kabupaten Samosir t

usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitat

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 
I

atau badan.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang m

ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditentukan

melakukan kewajiban retribusi, termasuk pemungutan rr

atau pemotongan retribusi tertentu.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya t

SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang mene

besar retribusi.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara jabatan

selanjutnya disebut SKRD secara jabatan adalah Pen

Retribusi Daerah yang berdasarkan kuasa dan wewenan

melekat pada jabatan apabila pejabat yang bersar

menganggap SKRD tidak wajar dan/atau tidak benar

dengan kenyataan yang ada.

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di

STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi di

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

21.

22.



27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terhutang;

28. Penyidik adalah Pejabat Keporisian Negara Republik rndonesia
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang_Undang untuk melakukan
penyidikan.

29. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adarah

serangkaian tindakan yqng dilakukan oleh penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi,
serta .me.nem ukan tersan gkanya.

BAB il.. ,, .

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

: ,, -, rPaSdli2, . ri'

Dengan nama Retribusi lzin Trayek dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas perayanan pemberian izin untuk trayek kendaraan
bermotor angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek:tgrteqtg,

' ,-.., r1... .,

.:

Pasal 3
Obyek retiibusi lzin,Trayek,,adalah,pemberian lzin Trayek kepada
orang pribadi atau badan hukum untuk menyediakan pelayanan

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek
tertentu.

Pasal 4

(1) Subjek Retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi atau Badan

Hukum yang memperoleh izin trayek kendaraan bermotor

angkutan penumpang umum oleh pemerintah Daerah.



(2) Wajib Retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau I

hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undi

retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ret

termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek'

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi lzin Ti ayek sebagaimana dimaksud dalam Pa

termasuk golongan retribusi perizinan tertentu'

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa lzin Trayek sebagaimana dimaksud

Pasal 2, diukur berdasarkan klasifikasi jenis angkutan'

BAB V
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribu

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagiar

seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek

Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada a

meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di la1

penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak r

dari pemberian izin traYek.

Pasal 8

(1) Struktur besarnya Tarif lzin Trayek ditetapkan sebagai be

(1)

(2)

a. Mobil Bus Umum

b. Mobil PenumPang Umum

Rp.'100.0(

Rp. 70.0(
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(2) Strut<tur besarnya tarif lzin Operasional ditetapkan sebagai

berikut:

a. Angkutan Pariwisata Mobil Penumpang Rp. 50.000,JUnit

b. Angkutan Bus Pariwisata Rp. 75.000,JUnit

c. Angkutan Becak BermotoriRoda Tiga Rp. 20.000,-/Unit

(3) besarnya tarif lzin Operasional untuk angkutan barang umum

(plat kuning) ditetapkan sebagai berikut:

a. Mobil Barang (pick up)

b. Truck Kecil (roda 4)

c. Truck Sedang:(rodg 6)
i' 'a

d. Truck Besar (lebih diri roda 6)

Rp. 25.000,JUnit

Rp. 50.000,JUnit

Rp. 75.000,-/Unit

Rp. 100.000,JUnit

(4) Struktur .besarnya tarif .lzin Operasional dan Kartu

Pendaftdran untuk angkutan barang umum non umum (plat

hitamiditetapfah,lO,aOii, berikut:'::,:.

a;'' Mobil,Barahg'ipict< up; Rp. 50.000,JUnit
.:

. b. Truck K.ecil(rStd'?:4):':,r l .r ':' Rp. 75.000,-/Unit

c. Truck Sedang (roda 6) Rp. 100.000,JUnit
- ",t:d. Tiuck Bb.saili6'6ilir&qp-r:odq) ., Rp. 150.000,JUnit

I ;n ]'rx.. , ..,li{" . .ri' ,i'
(5)., Aesarnya Tarif i2in:rni9-6k t nslO6htit AngKUta n U mum ditetapkan

;sebesar lnp Z5,Orqp.,..fhtuk $ekali jaldn (pulang pergi) atau

j u.lril aj.r :baias,,wak!n:7l:(tui.tr!$rFi ru:lli{ :,i'
l, I .i* -1i!. :i r

(6) Tarif Pendaftaian Angkutan' Barang dan Angkutan Khusus

ditetapkan.'hasil'pungutan"retribusi S'ebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan prosedur

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) lztn usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama

usaha perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan

usahanya, usaha perusahaan berubah kuantitas usahanya.

(8) tzin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan lzin Operasional

berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

rikut:

)0,

)0,
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BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pult 
t?'utuns dipunsut di wilavah daerah'

Retribusi lzin TraYek Yar

BAB VII

TATA CAR=A PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi tidak dapat diborongkan'

Retribusi dipungut dengan. menggunakan SKRD(1)

(2)

(3)

aot u*"n lain Yang'diPersamakan

:Iilffi i,i'u*n'o'o"rsamakan-seb"u":]:T"",:f l

il." ;;"," t'i o"o* beruPa karcis' kuPo

(4);.:1$:-:".:i,,:11';:,;il1;1,'J,':,","fl i"::ll*'"
Pemungutan 

retr

Pasal 11 " ' "r'^n di Kas Daeral

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakuKa

tempat 't'" 
*n 'JiT,',* t'"'uui waktu vans ditet

dengan menggunakan SKRD'. 
.,;^' ibayaran dilakukan di tempat lain yang c

\2) Dalam hal Pen 
; disetor ke Kas

maka pemeriKs-a retribusi daerah harus

5:ffi1]|i'nl*i;::l.'o i1'n, :'uu 
daram waktt

Oit"tupkun dengan Peraturan Bupati'

(1)

(2)

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lu

Bupati atau Peiabat yang ditunluk dapat member

kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retrib

terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alar

daPat diPertanggung 
jawabkan'



(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12

ayat (1), diberikan tanda bukti Pembayaran.

(2) Setiap Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dicatat dalam buku Penerimaan.

(3) Ketentuan leQih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran
.i.' ':..

buku tan{ar bukti pembayaran dan bukti buku penerimaan

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

.,i .,,.:,ldAg'vitl " 'r:

,,' TAf,A:GARA.P_ENAGIHAN',ir,.:
.1: .t_-jt, ar:, . .. 

-r / I ..t

jr' 't'...'.P.iSal'illl. . ::i.
:: '., :

(1) 
felaSihan igliiiiousi terutang didahului dehgan surat teguran.

(?) Sural te6'.uqan't:iftgiimrina dimaksud rfada ayat (1), awal

',,, tindalian netlflgen1.g.f penagihan retribusi dikeluarkan segera

. seteldh 7 (tujiitDiari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggai Surat

(4)

(5)

terhutang.

Surat Teguran yang sebagaimana dimaksud ayat (1),

dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi,

diatur dengan Peraturan Bupati.

tas.

,an

ii )
n\

6l



Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk formulir yang dipergt

untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Pe

BuPati.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktun

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa

sebesar 2 % (dua persbn) setiap dari besarnya retribul

terhutang yang,'''tidak atau kurang bayar dan ditagih

menggunakan STRD.
::' 

- -:-- : 
..- 

.BABX''.'.
MASA RETRIBUSI DAN SAAT. RETRIBUSI TERUTANG

waktu. yang lamanYa ditetaPl

', ".,, ,l,Pisai 19 ....: _i: ' .a'!*t 
diterbitkannya SKRD atau r

Retribusi terutang, Pad

rain yansi.oip,iilsmidtibfi :.$::;' ....'r';':

BAB XI
KEBERATAN

Pasal 19

(1 ) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanyi

Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau

lain Yang diPersamakan'

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa

dengan disertai alasan-alasan yang jelas'
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(3) Keberatanharusdiajukandalamjangkawaktupalinglama3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan' kecuali iika wajib

retribusitertentudapatmenunjukkanbahwajangkawaktuitu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya'

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak

atau kekuasaan wajib retribusi'

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi'

Pasal 21

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan

denganoitamnarrimbalanbungasebesar2o/o(duapersen)
sebulan -rntuk paling lama 12 (dua belas) bulan'

Imbalanbungasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dihitung

sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya

SKRDLB.

(4)

(5)

Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan

atas t<eUeratan yang diajukan dengan menerbitkan Surat

KePutusan Keberatan'

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerlma

seluruhnya atau sebagian ' ' menolak atau menambah

besarnya retribusi,yg.ng te.rutan0

(4) Apabila jang\a-,wak!u,:' eb'qgaimana dimaksud pada ayat (1)

telah lewat..Qan Bupqti'tliQak'memberikan suatu keputusan'

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan'

(1)

(2)



BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi' waiib retribusi 
'

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati'

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan'

diterimanya permohonan pengembalian kele

pembayaran rertribusi sebagaimana dimaksud pada a1

harus memberikan kePutusan'

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada a'

telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu kept

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dit

dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

waktu Paling lama 1 (satu) bulan'

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi I

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimai'st

ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi dahul

retribusi tersebut'

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebal

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka wakl

lama Z(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

Jika pengembalian kelebihari pembayaran retribusi d

setelah lewat 2 (dua) bulan' Bupati memberikan

bunga sebes ar 2o/" (dua persen) sebulan atas keterl

pembayaran kelebihan pembayaran retribusi'

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penE

kelebihan pembayaran retribusi sebagaimarra di"nak

ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati'

(5)

(6)

(7)

64



BAB XIII

TATACARAPEMBETULAN,PENGURANGAN,KETETAPAN,PENGHAPUSAN. ^. IiAtJ P T NG U RAN GAN SAN KSI ADMINISTRATI F DAN P EM BATALAN

' Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan' keringanan dan

pembebasan retribusi'

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai

pengurangan, keringanan dan

sebagaimana dimaksud Pada aYat

Peraturan BuPati.

BAB XIV ..

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24
Hak untuktr melaklkan penagihan retribusi menjadi

kedaluwarsq's-eteldhimelampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun

terhituhg seja!;:!iit rterulangnya retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi t"f"f.Uf.in.iiiiOat< piofna di bidang retribusi'
:...,_

Kedaluwarsa p$qaglhan'retribusi sebagaimana dimaksud

pada:ayat (f )tertangguh lit<a: 
l

a. diterbitkan'Surat fgguran; :

b. ?da,.p.e!.g,9!.\].3,!-1.r!9[S ,r9tl'rbu.9i.'dari 
wajib retribusi' baik

langsung mauPun tidak langsung.

Dal.am hai .q1!grOj![91, S-urat Teguran sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak

tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut'

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi

dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah'

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui

tata cara Pemberian

pembebasan retribusi

(1), ditetapkan dengan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)



(1)

(2)

I
I
I

i

'dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaati
I

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi,i

Pasal 25
Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena h61

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dihapuskan.

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusl

daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud aysl

(1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusal

piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengar

Peraturan Bupati.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 26
Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atar

Pejabat yang ditunjuk,

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 27

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkunga

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidi

untuk rnelakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribur

daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undan

Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adala

pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerinta

Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesui

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ('

adalah:

(1)

(2)

(3)



d.

e.

b.

c.

f.

t.

l.

k

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana

di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas;

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana retribusi daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

retribusi da€rah; ',,,

Mqmeriksa buku, dai-qdan dokumen lain yang berkenaan

dengan tindak Oilgna di bidang retribusi daerah;

M e 
lef.,'f.Ka: .q?n 

g g.gl redah aii,.. u ntu k mend apatka n ba h a n

bu kti 
. f "T,,b..!],{r!.9!-;,;..p-..1-,"ut"t" 

n d a n doku m e n I ai n, se rta

mefa!-qkqrf pCnf4a"tf terhadap bahan bukti tersebut;

"Meminta baltqan.lenaga ahli, dalam ,fangka pelaksanaan

;tugas., 
pelyloirin ti,9"1 Pidana di bidang retribusi daerah ;

Menyuruh,:. bgrh€nti dgn/atau !.melarang seseorang

meninggalkan,orils atau tempat'pada saat pemeriksaan

:,s9d,e.lS,,!.-p€[gtg:J 19 ;,:d ? n m e me ri ksa id e n titas ora n g,

benda dan/atbu dokumen yang dibawa;

Mqmqtf-el' qeg9o,Iaflg ,.yAng berkaitan dengan tindak

pidana retribusi daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

Menghentikan penyidikan; dan/atau

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

h.

rmerinl

rg

ayat (



ri
1

tril
I

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melali

Polisi Negara Republik lndonesia, sesuai dengan ke'

yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidar

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji

sehingga merugikan keuangan daerah diancam

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dendi

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tid

kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Pelanggaran.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) met

penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakjunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan

Kabupaten Samosir Nomor 12 Tahun 2005 tentang retrib

Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pr

Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati

l

I



g
g
,$

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 1 Agustus 201'1

BUPATISAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

di Pangururan
tanggal 1 Agustus 2011

PIt. SEKRETARIS DAERI\H KABUPATEN,.'

cap/dto

lr. HATORAN GAN SIMARMATA
PEMBINA UTAMA MUDA
N1P.19570627 198603 1 005 .

' ':.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI C NOMOR 26
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